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PERATURAN PERUNDANGAN K3
	TINJAUAN RELEVANSI DENGAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

	
	HSE
	HRD
	PRD
	MTC
	WH
	ENG

	1. SUBDIT KELEMBAGAAN DAN SMK3
	
	
	
	
	
	

	1.1.  SMK3
	
	
	
	
	
	

	a. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
	v
	v
	v
	v
	v
	v

	b. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
	
	
	
	
	
	

	c. Peraturan Pemerintan No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3
	
	
	
	
	
	

	d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 26 tahun 2014 tentang Pedoman
Penilaian SMK3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.2. KELEMBAGAAN – P2K3
	
	
	
	
	
	

	a. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
	
	
	
	
	
	

	b. Permenaker No. 04 th 1987 tentang P2K3 serta tata cara penunjukan Ahli K3
	
	
	
	
	
	

	c. Permenakertrans No. 3 Th 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja
	
	
	
	
	
	

	1.3. KEAHLIAN
	
	
	
	
	
	

	a. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
	
	
	
	
	
	

	b. Permen No.02 tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan
Wewenang Ahli K3
	
	
	
	
	
	

	c. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 03 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang selanjutnya
disebut Ahli K3
	
	
	
	
	
	

	d. Keputusan Dirjen Binwasnaker No.37/DJPPK/2004 tentang Kelengkapan dan
Identitas Ahli K3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2. ERGONOMI, LINGKUNGAN KERJA DAN BAHAN BERBAHAYA
	
	
	
	
	
	

	2.1.  LINGKUNGAN KERJA
	
	
	
	
	
	

	a UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
	
	
	
	
	
	

	b Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 05 tahun 2018 tentang K3
Lingkungan Kerja
	
	
	
	
	
	

	c Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 09 tahun 2016 tentang Syarat – Syarat K3 Bekerja Pada Ketinggian (Working at Height)
	
	
	
	
	
	

	d Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.08/MEN/2010tentang Alat Pelindung Diri
	
	
	
	
	
	

	e Surat Keputusan Dirjen Binwasnaker No. Kep. 113/DJPPK/IX/2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas K3 Ruang Terbatas
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.2. BAHAN BERBAHAYA
	
	
	
	
	
	

	a UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
	
	
	
	
	
	

	b PP No. 07 tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan
Penggunaan Pestisida
	
	
	
	
	
	

	c Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 03 tahun 1985 tentang Pemakaian Asbes
	
	
	
	
	
	

	d Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 03 tahun 1986 Tentang Syarat-Syarat Keselamatan Dan Kesehatan Di Tempat Kerja Yang Mengelola Pestisida
	
	
	
	
	
	

	e Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 187 tahun 1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Ditempat Kerja
	
	
	
	
	
	

	f Keputusan Dirjen Binwasnaker No. Kep.104/DJPPK/IX/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan K3 Pemakaian Bahan yang Mengandung Asbes di Tempat Kerja
	
	
	
	
	
	

	g Keputusan Dirjen PPK No. Kep. 84/PPK/X/2012 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar dan Menengah
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3. KESEHATAN KERJA
	
	
	
	
	
	

	3.1.  PELAYANAN KESEHATAN KERJA
	
	
	
	
	
	

	a UU No. 3 tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan International Nomor 120 Mengenai Higiene Dalam Perniagaan dan Kantor-
kantor
	
	
	
	
	
	

	b UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
	
	
	
	
	
	

	c UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
	
	
	
	
	
	

	d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja
	
	
	
	
	
	

	e Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. 01 tahun 1976 tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Dokter Perusahaan
	
	
	
	
	
	

	f Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. 01 tahun 1979 tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Para Medis Perusahaan
	
	
	
	
	
	

	g Permennakertrnas No. Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
	
	
	
	
	
	

	h Kepdirjen PPK No. 22/DJPPK/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.2. PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA
	
	
	
	
	
	

	a UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
	
	
	
	
	
	

	b UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
	
	
	
	
	
	

	c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja
	
	
	
	
	
	

	d Permenaker No. 02 tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
	
	
	
	
	
	

	e Surat Edaran Dirjen Binawas No. SE. 07/BW/1997 tentang Pengujian Hepatitis B Dalam Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.3. PENYAKIT AKIBAT KERJA
	
	
	
	
	
	

	a. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
	
	
	
	
	
	

	b. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
	
	
	
	
	
	

	c.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang
Kesehatan Kerja
	
	
	
	
	
	

	d. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja
	
	
	
	
	
	

	e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. 01 tahun1981 Tentang
Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
	
	
	
	
	
	

	f.	Permennakertrans No. 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Diagnosis dan
Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja.
	
	
	
	
	
	

	g. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 333 Tahun 1989 Tentang Diagnosa
dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.4. GIZI KERJA DAN PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI TENAGA KERJA
	
	
	
	
	
	

	a. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
	
	
	
	
	
	

	b. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
	
	
	
	
	
	

	c.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang
Kesehatan Kerja
	
	
	
	
	
	

	d.	Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE.01/Men/1979 tentang Pengadaan
Kantin dan Ruang Makan
	
	
	
	
	
	

	e. Surat Edaran Dirjen Binawas No. SE. 86/BW/89 tentang Perusahaan Catering
Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.5. PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K) DI TEMPAT KERJA
	
	
	
	
	
	

	a. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
	
	
	
	
	
	

	b. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
	
	
	
	
	
	

	c.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang
Kesehatan Kerja
	
	
	
	
	
	

	d. Permennakertrans No. Per. 15/Men/2008 tentang Pertolongan pertama Pada
Kecelakaan di Tempat Kerja
	
	
	
	
	
	

	e. Kepdirjen Pembinaan Pengawasan No. 53/DJPPK/VIII/2009 tentang Pedoman
Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas P3K di Tempat Kerja
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.6. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSOKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA
	
	
	
	
	
	

	a. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
	
	
	
	
	
	

	b. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
	
	
	
	
	
	

	c.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang
Kesehatan Kerja
	
	
	
	
	
	

	d. Permenaker No. 11 tahun 2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
lainnya di Tempat Kerja
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.7. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI
TEMPAT KERJA
	
	
	
	
	
	

	a. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
	
	
	
	
	
	

	b. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
	
	
	
	
	
	

	c.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang
Kesehatan Kerja
	
	
	
	
	
	

	d. Surat Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja no. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka
Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19;
	
	
	
	
	
	

	e. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja no. M/7/AS.02.02/V/2020 tentang
Rencana Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Perusahaan;
	
	
	
	
	
	

	f.	Surat Edaran Menteri Menteri Tenaga Kerja Nomor
M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Kasus Penyakit Akibat Kerja karena Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19)
	
	
	
	
	
	

	g. Keputusan Dirjen Binwasnaker Nomor 5/36/HM.01/IV/2020 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Keberlangsungan Usaha dalam
Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019
	
	
	
	
	
	

	h. Surat Edaran Dirjen Nomor 5/193/A5.02.02/III/2020 tentang Kesiapsiagaan
dalam menghadapi penyebaran Covid-19 di tempat kerja
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.8. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGUANGAN HIV -AIDS DITEMPAT KERJA
	
	
	
	
	
	

	a. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
	
	
	
	
	
	

	b. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
	
	
	
	
	
	

	c.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang
Kesehatan Kerja
	
	
	
	
	
	

	d. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
: Kep.68/Men/Iv/2004 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Hiv/Aids Di Tempat Kerja
	
	
	
	
	
	

	e. Kepdirjen PPK No. 20/DJPPK/2005 tentang Petunjuk Pelaksaan Pencegahan
dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja
	
	
	
	
	
	

	f.	Kepdirjen No. 44/DJPPK/2012 tentang Pedoman Pemberian Pengharaan
Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Tempat Kerja
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4. MEKANIK, PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN
	
	
	
	
	
	

	4.1. MEKANIK DAN PESAWAT ANGKAT ANGKUT
	
	
	
	
	
	

	a. UU No. 1 Tahun 1970, tentang keselamatan kerja
	
	
	
	
	
	

	b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 38 Tahun 2016 tentang K3 Pesawat
Tenaga dan Produksi
	
	
	
	
	
	

	c.	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 tahun 2020 tentang K3 Pesawat
angkat dan Angkut
	
	
	
	
	
	

	d. SKB Dirjen Hubla dan Dirjen Binawas No. PP.72/3/9-99 KEP.507/BW/1999 tentang Pemeriksaan dan Pengujian terhadap Pesawat Angkat dan Angkut,
Pesawat Uap dan Bejana Tekan yang berada di Kapal dan Pelabuhan;
	
	
	
	
	
	

	e. SE. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 01/DJPPK/VI/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan dan Pengujian Lisensi K3 bagi Petugas dan Operator Pesawat Uap, Pesawat Tenaga dan Produksi,
Pesawat Angkat dan Angkut;
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.2. PESAWAT UAP
	
	
	
	
	
	

	a. Undang-undang uap 1930 (Stoom Ordonnantie)
	
	
	
	
	
	

	b. Peraturan uap 1930 (Stoom Verordening)
	
	
	
	
	
	

	c.	UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
	
	
	
	
	
	

	d. Permenaker No. Per.01/Men/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-syarat
Operator Pesawat Uap.
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3. BEJANA TEKANAN
	
	
	
	
	
	

	a. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
	
	
	
	
	
	

	b. Permenaker No. 37 Tahun 2016 tentang K3 Bejana Tekanan dan Tangki
Timbun
	
	
	
	
	
	

	c.	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.Per.02/Men/1982 tentang Kualifikasi
Juru Las
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5. KONSTRUKSI BANGUNAN, LISTRIK, ELEVATOR, ESKALATOR DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN
	
	
	
	
	
	

	5.1. KONSTRUKSI BANGUNAN
	
	
	
	
	
	

	a. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
	
	
	
	
	
	

	b. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
	
	
	
	
	
	

	c.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.01/Men/1980 tentang K3 Kontruksi
	
	
	
	
	
	

	d. Instruksi Menaker No. Inst.01/1992 tentang pemeriksaan, keberadaan unit
organisasi K3.
	
	
	
	
	
	

	e. SKB Menaker dan Men PU ke-174/1986 dan No. 104/KPTS/1986 tentang K3 pada tempat kegiatan konstruksi beserta pedoman pelaksanaan K3 pada
tempat kegiatan konstruksi.
	
	
	
	
	
	

	f.	Surat Dirjen Binawas No. 147/BW/KK/IV/1997 tentang wajib lapor pekerjaan
proyek konstruksi.
	
	
	
	
	
	

	g. Surat Edaran Dirjen Binawas No. 13/BW/1998 tentang akte pengawasan
proyek konstruksi bangunan.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.2. LISTRIK DAN PENYALUR PETIR
	
	
	
	
	
	

	a. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
	
	
	
	
	
	

	b. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
	
	
	
	
	
	

	c.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.02/Men/ 1989 Tentang
Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
	
	
	
	
	
	

	d. Permenaker No. 12 Tahun 2015 tentang K3 Listrik di Tempat Kerja
	
	
	
	
	
	

	e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Atas Permenaker No. 12 Tahun 2015 tentang K3 Listrik di Tempat Kerja
	
	
	
	
	
	

	f.	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 31 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.02/Men/ 1989 Tentang
Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.3. ESKALATOR DAN ELEVATOR
	
	
	
	
	
	

	a. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
	
	
	
	
	
	

	b. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
	
	
	
	
	
	

	c.	Permenaker No. 6 Tahun 2017 tentang K3 Elevator dan Eskalator
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.4. PENANGGULANGAN K3 KEBAKARAN
	
	
	
	
	
	

	a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Np. 186 tahun 1999 tentang Unit
Penanggulangan Kebakaran Ditempat Kerja
	
	
	
	
	
	

	b. Permenaker No. 04 tahun 1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan Dan
Pemeliharan alat Pemadam Api Ringan.
	
	
	
	
	
	

	c.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor :
Per.02/Men/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik
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